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A. Kesimpulan

Berdaarkan dari apa yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara tenaga penagih dengan kreditur dan debitur
didasari pada piutang kreditur yang timbul dari perjanjian
pembiayaan konsumen vyang telah disepakati sebelumnya.
Berdasarkan kesepakatan tersebut munculah hubungan kontraktual
antara pihak kreditur dengan debitur dimana pihak pemberi biaya
sebagai kreditur dan pihak penerima biaya sebagai debitur atau dapat
dikatakan seprti perjanjian kredit. Kemudian pihak debitur memiliki
hubungan jual beli bersyarat dengan supplier, dimana pihak
suppliermenjual barang kepada pihak debitur, dengan syarat bahwa
harga akan dibayarkan oleh lembaga pembiayaan.

2. Perlindungan hukum bagi debitur dapat dikategorikan dalam bentuk
preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menuntut pihak
kreditur untuk meninjau ulang isi dari perjanjian pembiayaan
konsumen agar sesuai dengan ketertiban, kebiasaan, dan undang-
undang sebagaimana dimaksud dalam 1339 KUHPerdata. setelah
pihak kreditur pemerintah juga harus turut berperan serta dalam
membentuk regulasi terkait penggunaan jasa penagih mengingat

alasan dari tindakan mereka adalah kekosongan hukum yang berarti
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mereka tidak memiliki batasan untuk bertindak. Kemudian untuk
tindakan represif debitur dapat menggunakan jasa dari BPSK untuk
membantu menjembatani penyelesaian sengketa dengan kreditur
lewat jalan non litigasi (negoisasi, mediasi, atau konsiliasi) ataupun

litigasi.

B. Saran

Sesuai dengan hasil daripembahasan yang telah ditulis, penelitian ini

hendak memberikan beberapa saran untuk mereka yang bersentuhan langsung

dengan pemberlakuan tenaga penagih antara lain:

1.

Sebaiknya pemerintah segera melakukan pembaruan atas undang-
undang arbitrase dan penyelesaian sengketa atau bahkan jika perlu
dibuat regulasi khusus yang mengatur terkait tata cara penagihan
menggunakan jasa tenaga penagih. Didalam peraturan tersebut
setidakanya harus mencantumkan syarat menjadi tenaga penagih,
bagian kedua membahas etika penagihan, sanksi, dan terakhir
membahas ketentuan lain.

Dalam hal upaya untuk mengurangi sengketa kreditur dapat bertindak
aktif dalam hal memberikan penjelasan terhadap maksud dari isi
perjanjian pembiayaan konsumen. Tidak harus menunggu debitur
untuk bertanya, karena terlepas debitur bertanya atau tidak mereka

tetap berhak untuk mendapatkan informasi yang benar.
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